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NOM0R{oTAHUN 2AL9

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINoMoR49TAHUN20ISTENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU

PERTIMBANGAN OBJEKTIT LAINiVYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a"

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau
pertimbangan objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri sipil di
Lingkungan pemirintah Kabupaten Karg Tahun Anggaran

ZO{g *r?"tt tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga

perlu dilakukan Perubahan;
b. tahwa berdas#kan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018

tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan
penghJsilan berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi

danJatau Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai Ne-geri

Sipii di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2AI9;

: 1. Undang - undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daeru.h otottom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Unbang Nbmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2871;
3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

perbendaharaan Nigara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);
4, Undang - Undang Nomor 33

Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2OA+ Nomor L2, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2AO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

Republik Indonesia
l,embaran Negara

5. Undang-Undang...



5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peratlran Perundang-undangan (Lembaran

Negara n"plbfit Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82'

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang AparaturF:qil

NegarJ (Lembaian Negara Republik Indoresia Tahun 2AL4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\;
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun za:]4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

iambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567el';
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun ebOS Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 2l Tahun 2O1"t tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Repubtlt< Indonesia Tahun 2}fi Nomor 310);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20 18

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

{Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2oL6 Nomor 05,
iambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 20i6 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun COrc Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor a4 Tahun 2Ot7 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun
2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2Ol7 Nomor 04i;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan'l8l*'"t?S^fif ',If,F$Ilf 
u[o?"fl illlSff 

.#'-#H'Xil

TAMBAHANppNcHnSILANenRoasARKANKONDISIKERJA,
KELANGKAANpnopeslnnNIeteuPERTIMBANGANOBJEKTIF
LAINNYA EACi. PPCEWru NBCBBT SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHT<ABUPATENKAROTAHUNANGGARAN2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2O1B tentang

Kriteria dan Besaran pemberiar- iamrarr"" p*"gh"li}"t berdasarkan Kondisi

Kerja, KetangkJJproresi aan/atau pertimba"s""*Ob-jektif La,innya bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungat-pemerintah Kabup*t"" Ii*'o Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah f<*Ui,p"t*" ltaro Tahun 2018 Nlmor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

berdasarkan kondisi kerja, r."r"',ek"an profesi, dan/ata,, ptfi*bangan

obyektif lainnya kepada, PNS PemJrittt n-naerah Kabupaten Karo'

(2) Tambahan F""Sh!-il"" beJasarkan kondisi kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat 1f 1 JiUerikan kepada -PNP 
yang dalam

melaksanakantugasnyau",*a"p"dalingkungankerjayangmemiliki
risikotinggidenganparametertingkatresikodan/atauancamanyang
dapat berdamp"f, p*d* p*+i* maupun fisik'

(3) Tambah"' p";;h.*ii*rr'*"b";;il;; dimaksud pada ,var (2) diberikan
' ' kepada PNS Yang bertugasPada :

a. bidang fi.i.it.rrr.i d.n ketertiban umum serta perlindungan

masYarakat; dan
b. bidang penangguiangan bencana'

(4) Tambah"" p;;fr""silari b*rJr.**rkan kelangkaan profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dib;i;; kepada rl{s yang {alam mengemban

tugas ***ilil.i tetrampilan khusus dan langka dengan parameter

memiliki sertifikasi keahlian khusus dari lembaga berwenallg'

(S) Tambah"" P;;;ilsi1an seUaffiana dimaksud pada avat (4) diberikan

kepada PNS yang berq1q19 9*?* bidang Kesehatan yang meliputi :

a. Dokter SPesialis RSU Kabanjahe;

b. Petugas Tenaga Radiasi;
c. Petugas Laboratorium Klinik; dan

d. Petugas Haemodialisa'

{6) Tambah"" P";;hasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

sebagaimana diiraksua paa. *; (t) diuerikan kepada PNS sebagai

berikut:
a.JabatanfungsionaltertentulainnyapadaDinasKesehatan

KabuPaten Karo;
b.JabatanfungsionaltertentulainnyapadaDinasPendidikan

KabuPaten Karo;
c. Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Dinas Pertanian Kabupaten

d.
Karo;
Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Karo; dan 1 , .-1 *^.r^ ,-1*^-r' '

Tunjangan tr""*porL"i bagi-_Pejabat Struktural pada Organrsast

Perangkat Daerah KabuPaten Karo'
e.

2. Ketentuan...



2. Ketentuan LamPran
dalam L,a.nrPiran Yartg
Bupati ini'

Pasal II

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut

sejak tanggal 1 Januari ?019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Blpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal oz Af izr u 2019

TERKELIN BRAHMANA

diubah sehingga berbunyi wbagaimana 
. 
tercantum

**i rpr,t * Uugiun tidak terpisahkan dari Peraturan

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal o7 47Ptu 2019

KARO,KABUPATEN

PURBA

BERITA AERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR \ c)

BUPATI KARO,



KRITERIAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAI'{

DAN/ATAU PEfilIMBANGAN
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BUPATI

TERKELIN BRAHMANA


